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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Latar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakan

kenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolak

penetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnya

investasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upah

berpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakan

pengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikan

upah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa dari

tahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku.

Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesis

menggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakan

adalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP,

infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaan

kebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimum

terhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMA

maupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimum

berpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan.

Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan oleh

semakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung dengan

berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasi

walaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Maka

perlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasi

kebijakan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The background of this research stems from the complexity of the minimum wage

policy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said to

be one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are how

big wage increases factors influence the development of investment and how wage policies

and existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wage

increases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping the

minimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method with
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Eviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller used

are labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school,

infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investment

policy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has a

negative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significant

relation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect the

development of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means that

the development of investment in six provinces remained high due to minimum wage

increased in neighboring countries and also supported by various policies that pay more

attention to business continuity and ease of investment although the workers still feel

disadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust the

implementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation.


